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ABSTRAK :  bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, 

dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Penyelenggara 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat 

desa/kelurahan, dibentuk lembaga kesekretariatan yang ditetapkan dengan 

Keputusan Perbekel/Lurah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dipandang 

perlu menetapkan susunan keanggotaan Sekretariat PPS. 

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 

ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa 



kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 

Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang  Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-

Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-

Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Bali Tahun 2018. 

 

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan 

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Jembrana Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. 
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